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PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sarolangun  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana

tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan

ibu  rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  ,Kabupaten

Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  di,  Kabupaten

Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat  Gugatannya  tertanggal  24  Oktober

2018  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sarolangun

dalam  Register  Perkara  Nomor  -/Pdt.G/2018/PA.Srl,  tertanggal  24  Oktober

2018, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil  yang pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  30  Agustus  2008  Penggugat  dengan  Tergugat

melaksanakan akad pernikahan yang dicatat pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan  Agama  Kecamatan  Mandiangin  Kabupaten  Sarolangun  Propinsi.

Jambi sebagaimana diterangkan didalam kutipan Akta Nikah Nomor : -/2008

seri BT Tanggal 13 September 2008  dan sesaat setelah akad nikah Tergugat

ada  mengucapkan  Shaqhat  Ta’lik  talak  yang  bunyinya  sebagai  berikut

terdapat didalam kutipan akta nikah tersebut;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  dilangsungkan  Penggugat  dengan

Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1  tahun,

kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama

sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

3. Bahwa  dalam  pernikaahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul)  dan  telah

dikaruniai 2 orang anak : 

1. Anak I, umur 9 tahun, 

2. Anak II, umur 3 tahun;

4. Bahwa pada  mulanya rumah tangga Penggugat  dan  Tergugat  rukun dan

harmonis,  akan  tetapi sejak  tahun  2014  ketentraman  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat  mulai  goyah antara Penggugat  dengan Tergugat

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan ada

pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat

mempunyai hubungan dengan wanita lain;             

5. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  untuk  menasihati  Tergugat  namun

Tergugat tidak mau berubah;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  Pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi pada  tanggal 30 Mei 2016 yang disebabkan bahwa Tergugat

masih  tidak  mau  berubah  dengan  kebiasanya  pacaran  dengan  dengan

wanita  lain  sehingga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  akibat  dari

pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat

tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa  sekarang  Tergugat  telah  menikah  lagi  dengan  wanita  lain  yang

bernama Eni;

8. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  untuk  mendamaikan  antara

Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
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9. Bahwa  oleh  karena  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-menerus,  maka  Penggugat

merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri

dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan

perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan  pembayaran  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan; 

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim

memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Penggugat

dan Tergugat telah di  tunjuk seorang mediator dari  pihak Hakim Pengadilan

Agama Sarolangun bernama Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 November 2018,

mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

maka Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator

tidak  berhasil  melakukan  mediasi  kepada  kedua  belah  pihak,  dan  mediator

selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim ; 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  kedua  belah

pihak  yang  berperkara  supaya  kumpul  baik  kembali  sebagai  suami  isteri,

namun  tidak  berhasil,  maka  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

pembacaan surat  gugatan Penggugat,  yang isinya tetap  dipertahankan oleh

Penggugat ; 
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Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

jawaban  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  mengakui  dan  membenarkan

gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan replik demikian

juga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk  menguatkan  gugatannya  Penggugat  mengajukan  alat

bukti tertulis berupa : 

- Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  -/2008  seri  BT  Tanggal  13

September 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandi

Angin, Kabupaten Sarolangun, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro,

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P;

Bahwa  di  samping  mengajukan  bukti  tertulis,  Penggugat  juga

mengajukan bukti saksi sebagai berikut: 

1.Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat

tinggal  di,  Kabupaten  Sarolangun,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan

keluarga yaitu selaku kakak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat

adalah benar  suami isteri  yang sah dan telah dikaruniai  2  (dua) orang

anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah

orang  tua  Penggugat,  kemudian  pindah  ke  tempat  kediaman  bersama

sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  rukun dan

harmonis, namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan ada pihak

ketiga  dalam  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat,

Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat telah

menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih

kurang  2  tahun  dan  selama  berpisah  tersebut  Tergugat  tidak  pernah

memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
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Bahwa  pihak keluarga  telah berusaha  menasehati Penggugat agar bisa

rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; 

2. Saksi  II,  umur 37 tahun,  agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal  di,  Kabupaten  Sarolangun,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan

keluarga  yaitu  selaku  Tetangga  Penggugat,  Penggugat  dan  Tergugat

adalah benar  suami isteri  yang sah dan telah dikaruniai  2  (dua) orang

anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah

orang  tua  Penggugat,  kemudian  pindah  ke  tempat  kediaman  bersama

sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  rukun dan

harmonis, namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan ada pihak

ketiga  dalam  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat,

Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat telah

menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih

kurang  2  tahun  dan  selama  berpisah  tersebut  Tergugat  tidak  pernah

memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;

 Bahwa  pihak keluarga  telah berusaha  menasehati Penggugat agar bisa

rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat

menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; 

Bahwa  Penggugat  selanjutnya  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

sesuatu apapun dalam perkara ini,  dan telah menyampaikan kesimpulannya

tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon supaya perkara ini segera

diputuskan ;

Bahwa  Tergugat  juga  telah  menyampaikan  kesimpulannya  tidak

berkeberatan bercerai dengan Penggugat;
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Bahwa  untuk  meringkas  uraian  dalam  putusan  ini,  Majelis  cukup

menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  145  R.Bg  jo  Pasal  26  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil

secara  resmi   dan  patut   untuk   menghadap   di   persidangan,   terhadap

panggilan  tersebut Penggugat dan Tergugat secara  in person telah hadir di

persidangan;

Menimbang,  bahwa sebelum memasuki  proses  pemeriksaan  pokok

perkara  sesuai  Pasal  154  R.Bg  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  1  tahun  2008,  maka  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan

kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan

Majelis  Hakim tanggal  08  November  2018,   Nomor  -/Pdt.G/2018/PA.Srl  dan

telah ditunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Sarolangun bernama

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.;

Menimbang,  bahwa  dari  proses  mediasi  tersebut  telah  diperoleh

kesimpulan bahwa setelah  mediator  melaksanakan tugasnya sesuai  dengan

waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  pertama-tama  harus  dipertimbangkan  adalah

tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah),

ternyata akta autentik, terbukti bahwa Penggugat  adalah istri sah Tergugat,

menikah  pada  tanggal  30  Agustus  2008,  dengan  demikian  Penggugat  dan

Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut  menjadi pihak-pihak

dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa,  sesuai  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  yang  kedua  kalinya  dengan  Undang-undang  Nomor  50  tahun

2009,  maka  selama  pemeriksaan  perkara  ini,  Majelis  telah  berusaha

mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  rukun  kembali  dalam

membina rumah tangganya, akan tetapi  tidak  berhasil, maka pemeriksaan
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perkara  ini  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat  gugatan  Penggugat  yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai  terhadap  Tergugat  adalah  karena  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada pihak

ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat

mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah lagi

dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dari  jawab-menjawab  antara  Penggugat  dan

Tergugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan

membenarkan  semua  dalil-dalil  dan  alasan  gugatan  Penggugat  tersebut

terutama  tentang  telah  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  mengakibatkan  antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  selama  lebih  kurang  2

tahun;

Menimbang,  bahwa  meskipun  pada  pokoknya  Tergugat  telah

mengakui  dan  membenarkan  sebagian  dalil-dalil  dan  alasan  gugatan

Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan a quo, dalil-dalil dan alasan

gugatan   Penggugat  dipandang  telah  terbukti  kebenarannya karena suatu

pengakuan  adalah  merupakan  bukti  bersifat  sempurna  mengikat  dan

menentukan  (vide  :  Pasal  311  R.Bg),  namun  karena  perkara  ini  adalah

sengketa  perkawinan  (perceraian)  yang  berhubungan  dengan  hukum

perorangan  (personal  recht)  di  mana  suatu  pengakuan  baru  dipandang

sebagai  bukti  permulaan,  maka  kepada  Penggugat  tetap  dibebani  wajib

bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan

alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (bukti P)

dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut mana Majelis Hakim

akan mempertimbangkan berikut ini; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Kutipan  Akta  Nikah),  adalah  sebagai

conditio sine quanon, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini,

sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah
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orang-orang  yang  dekat  dengan  Penggugat  dan kedua  saksi  tersebut  telah

memberikan keterangan di  bawah sumpahnya  di  persidangan  berdasarkan

pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai

dengan  dalil-dalil  dan  alasan  pokok  gugatan  Penggugat,  terutama  tentang

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga antara

Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo

telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil

dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  dari  gugatan  Penggugat,  yang  didukung

Pengakuan  Tergugat,  bukti  P  dan  dua  orang  saksi  sebagaimana

dipertimbangkan  di  atas,  Majelis  Hakim  telah  dapat  menemukan  fakta-fakta

sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 30 Agustus

2008  di  KUA Kecamatan  Mandiangin,  Kabupaten  Sarolangun,  dan  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  ada  pihak

ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat

mempunyai  hubungan dengan wanita  lain  bahkan Tergugat  telah menikah

lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal

selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

berpendapat  dalil-dalil  dan  alasan  gugatan  Penggugat  telah  terbukti

kebenarannya,  dengan  demikian  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dipandang telah sampai  pada kondisi  pecah (broken marriage) yang sudah

sangat sulit  untuk disatukan serta tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat
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(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan

Tergugat selama  10  bulan  lamanya,  sehingga  kedua  belah  pihak  sudah

tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing , serta

upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis

Hakim  selama  pemeriksaan  perkara  ini  tidak  berhasil.  Hal  ini  adalah

merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit

untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina

rumah tangga ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  telah  sampai  pada  kondisi  pecah,  maka  dengan  tidak

mempertimbangkan  lagi  dari  pihak  mana  datangnya  penyebab  timbulnya

perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat

sulit  untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan,  yaitu  untuk  membentuk

keluarga  /rumah  tangga  bahagia  penuh  cinta  dan  kasih  sayang  (sakinah,

mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  meski  pun  perceraian  adalah  perbuatan  yang

dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi

tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (mafsadat)

daripada  kebaikan  (mashlahat),  di  antaranya  penderitaan  batin  yang

berkepanjangan bagi  kedua belah pihak,  padahal  menolak keburukan harus

didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul  fiqih

yang terdapat dalam Kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

درَْءالمفاسد  مقد م على  جلب  المصالح

    "Menolak  keburukan  harus  diutamakan  daripada  mengharap

kebaikan“

Dengan  demikian  Majelis  memandang  jalan  terbaik  bagi  Penggugat  dan

Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas

diri  Tergugat  telah  memenuhi  alasan  yang  cukup  sebagaimana  ditentukan
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dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50

tahun 2009, gugatan  Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  maka  gugatan  Penggugat  karenanya  telah  patut  untuk

dikabulkan sebagaimana dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini  termasuk dalam bidang perkawinan,

maka biaya perkara  dibebankan kepada Penggugat  sebagaimana ketentuan

Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara

ini ;

M E N G A D I L I 

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3.Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang

hingga kini di hitung sejumlah Rpb 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis  tanggal  22  November  2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi’ul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami

Korik  Agustian,  S.Ag.,  M.Ag.  sebagai  Ketua Majelis,  Zakaria  Ansori,  S.H.I.,

M.H.  dan  H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir,  Lc.,  M.H.I.  masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh  Dra. Hj. Zainunah. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; 

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota,

H. Ahmad Mus'id YQ, M.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah.
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00  
  2.  Proses  Rp50.000,00  
  3.  Panggilan  Rp400.000,00  
  4.  Redaksi  Rp5.000,00  
  5.  Meterai  Rp6.000,00  

   Jumlah Rp491.000,00 
   ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )  
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